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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas untuk selalu
berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam
rangka memenuhi kebutuhannya seseorang senantiasa melakukan hubungan
dengan seorang lainnya, hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang
dapat mengikat. secara hukum dan hubungan yang tidak mengikat secara
hukum. Hubungan yang mengikat secara hukum ditafsirkan sebagai suatu
peristiva perdata yang dapat menjadi dasar untuk timbul hak-hak dan
kewajiban-kewajiban perdata seseorang.

Salah satu perwujudan interaksi yang terjadi dalam hubungan
keperdataan adalah dengan dibuatnya perjanjian antara para pihak mengenai
suatu hal. Perjanjian yang dapat dibuat oleh para pihak pun terdiri dari
bermacam-macam. bentuk, sesuai’ dengan kesepakatan dan kebutuhan para
pihak yang membuatnya.Dengan demikian perjanjian merupakan salah satu
sarana yang diciptakan-.oleh--hukum-untuk kepentingan manusia (subyek
hukum) dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Pengaturan mengenai perjanjian diatur secara khusus di dalam Buku
Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).
Definisi dari perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lebih. Tindakan mengikatkan diri sebagaimana yang



dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut mengandung pengertian
bahwa diantara para pihak telah muncul persetujuan (overeenkomst).
Persetujuan itu sendiri berisi pernyataan kehendak antara para pihak. Dengan
demikian, persetujuan yang demikian adalah kehendak antara para pihak.
Singkatnya, perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan suatu
hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat
hukum yang merupakan tujuan dari para pihak. Jika suatu perbuatan hukum
adalah perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut
pihak-pihak.?

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang
halal, sebagaimana. ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan
dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian
menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.®

Seiring dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat dan
semakin bertambahnya jumlah masyarakat di Indonesia, kebutuhan yang
diperlukan oleh-masyarakat itu-sendiri-juga_ semakin meningkat, yang salah
satunya adalah tempat tinggal. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal ini
untuk mendukung kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Dengan
perkembangan penduduk yang terus meningkat, terjadi keterbatasan

ketersediaan lahan atau tanah yang ada, karena tanah yang tersedia dari waktu

! M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapanannya di Bidang
Kenotariatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 3.

3Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus) (Jakarta : Prenada Media,
2004), hal. 1.



ke waktu tidak pernah bertambah, sementara kebutuhan akan tanah atau lahan
semakin tinggi. Untuk mendapatkan tanah sekarang ini juga bukanlah suatu
hal yang mudah di tengah tingginya kebutuhan akan tanah, terutama untuk
wilayah perkotaan.

Pada awalnya tanah hanya digunakan sebagai tempat untuk tinggal
atau pemukiman dan sebagai lahan untuk pertanian. Namun pada
perkembangannya, karena semakin meningkatnya : kebutuhan hidup,
pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan teknologi dan
pertumbuhan ekonomi, tanah akhirnya juga difungsikan sebagai tempat untuk
kegiatan industri, kegiatan-kegiatan usaha lain, bangunan-bangunan
komersial dan lain sebagainya.

Tanah merupakan sumber ‘daya penting dan strategis karena
menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia yang sangat mendasar.
Sebagaimana diketahui masalah tanah memang merupakan masalah yang
sarat dengan berbagai kepentingan, ‘baik ekonomi, sosial, politik, bahkan
untuk Indonesia, tanah-juga-mempunyai-nilai religius yang tidak dapat diukur
secara ekonomis.

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena
tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset.
Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di
kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan
sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.

Sebagai capital asset tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat



penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. Disatu sisi
tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan di sisi
lain juga harus dijaga kelestariaannya.”

Dewasa ini semakin terbatas persediaan tanah dan semakin
meningkat pula kebutuhan akan tanah, maka sesuai dengan hukum
permintaan dan/ penawaran, hal ini berdampak besar terhadap semakin
meningkatnya nilai atau harga tanah. Keadaan seperti ini akan meningkatkan
potensi untuk timbulnya sengketa pertanahan ataupun konflik-konflik yang
berhubungan dengan atau yang disebabkan oleh tanah. Karenanya dibutuhkan
suatu perangkat hukum dan sistem admistrasi pertanahan yang teratur dan
tertata rapi untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi kemungkinan
terjadinya konflik-konflik atau sengketa yang berhubungan dengan tanah,
sehingga dapat memberikan jaminan dan mampu untuk memberikan
perlindungan terhadap pemilik tanah serta dapat mengatur kepemilikan,
peralihan dan peruntukan-—tanah 'secara-adil dan menyeluruh. Sehingga
demikian cara untuk-mendapatkan-tanah-adalah dengan pemindahan hak atas
tanah.

Salah satu cara pemindahan hak atas tanah adalah dengan
melakukan jual beli atas tanah tersebut. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata,
jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar

* Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang,
Bayumedia, 2007), hal. 1.



harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457

KUHPerdata di atas, perjanjian jual beli membeban kan dua kewajiban antara

para pihak, yaitu:®

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada
pembeli; dan

2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada
penjual.

Peralihan Hak atas Tanah, dilaksanakan oleh PPAT, sesuai dengan
ketentuan tentang Peraturan Jabatan PPAT yakni Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, yang pada Pasal 2 menyatakan :

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun, yang akan dijadikan’ dasar bagi -pendaftaran perubahan data
pendaftaran tanah-yang-diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan—hukum- sebagaimana dimaksud- pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. jual beli;
b. tukar menukar;
c. hibah;

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Op.cit, hal. 181.



e. pembagian hak bersama;

f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
g. pemberian Hak Tanggungan;

h. pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Sedemikian pentingnya akta yang dibuat oleh PPAT dalam rangka
peralihan hak atas tanah, maka pendaftaran peralihan hak atas tanah, kecuali
pendaftaran peralihan hak melalui lelang hanya dapat dilakukan apabila dapat
dibuktikan bahwa pendaftaran peralihan hak tersebut didasarkan pada akta
yang dibuat oleh PPAT. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang
berbunyi sebagai berikut :

Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui
lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Akta PPAT adalah akta otentik dan sebagai sebuah akta otentik
terdapat persyaratan —ketat dalam —hal -prosedur pembuatan, bentuk dan
formalitas yang harus dilakukan sehingga akta tersebut berhak disebut
sebagai akta otentik. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1868 KUHPerdata :

”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” Jadi syarat otentisitas suatu

akta yaitu :

1) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang



2) oleh atau dihadapan Pejabat Umum
3) pejabat tersebut harus berwenang di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Mengenai jenis dan bentuk akta, pelaksanaan dan prosedur
pembuatannya, diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ,
pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 102.

Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan
data pendaftaran tanah, maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat
dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan
hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk
memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan.
Antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-
daftar yang ada di Kantor Pertanahan.®

Dalam prakteknya, sering-dijumpai para pihak membuat Perjanjian
Pengikatan Jual Beli-sebagai perjanjian pendahuluan dari jual beli tanah oleh
karena persyaratan-jual-beli-belum terpenuhi; seperti sertifikat tanah belum
atas nama penjual atau pajak belum dilunasi atau pembayaran dilakukan
secara bertahap atau berangsur. Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
ini harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli, karena pada
dasarnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum mengalihkan hak

kepemilikan hak atas tanah secara hukum. Perjanjian Pengikatan Jual Beli

® Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta, Djambatan, 2007), hal. 507.



sendiri dapat dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan
Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-
undang untuk membuat akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), yang
dimaksud Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik
yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan definisi dari akta autentik
ini sendiri dijelaskan pada Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa
suatu akta otentik ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai
dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Pada dasarnya,
terdapat 2 (dua) macam akta autentik yang dibuat oleh Notaris, yaitu:

1. Akta Relaas atau—Ambtelijke” Acten. Merupakan akta yang dibuat oleh
Notaris yang menguraikan-secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan
atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri
dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

2. Akta Partij atau Partij Acten Yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris
berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Para Pihak yang
sengaja datang ke hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan

tersebut dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik.



Tata cara dan formalitas pembuatan akta otentik adalah merupakan
ketentuan hukum yang memaksa, artinya tata cara dan prosedur pembuatan
itu harus diikuti dengan setepat-tepatnya tanpa boleh disimpangi sedikitpun.
Penyimpangan dari tatacara dan prosedur pembuatan akta otentik akan
membawa akibat hukum kepada kekuatan pembuktian akta itu.

Meskipun prosedur untuk melaksanakan peralihan (Peralihan hak
atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum
pemindahan hak)’ atau pemindahan hak atas tanah (hak atas tanah yang
bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain)®, misalnya dalam jual beli
tanah sangat ketat, tapi dalam setiap peralihan atau pemindahan hak atas
tanah selalu terbuka kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga, bahwa
tanah tersebut adalah miliknya. Jadi meskipun peralihan hak atas tanah
tersebut sudah dilaksanakan melalui akta PPAT, tetap terbuka kemungkinan
akan dapat menimbulkan sengketa pertanahan. Hal ini baik yang disebabkan
oleh adanya pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atau yang disebabkan
oleh adanya kesalahan pada PPAT yang membuat aktanya atau adanya cacat
hukum pada aktanya baik yang-disebabkan oleh karena adanya penyimpangan
atau kesalahan pada pembuatan aktanya ataupun karena adanya kesalahan
pada prosedur penandatanganan aktanya.

Demi tercapainya kepastian hukum tersebut dibutuhkan alat bukti
tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan

hukum. Maka dari itu, diperlukan Notaris dan PPAT yang merupakan

"Ibid, hal. 329.
8Ibid, hal. 330



pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik
berdasarkan undang-undang. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya
dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan
melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat
autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar
yang demikian, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus memiliki
semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, sehingga
demikian dalam. menjalankan jabatannya, Notaris dapat menjamin kepastian
hukum dan pelayanan yang profesional bagi masyarakat yang membutuhkan
jasanya.

Namun dalam praktiknya terdapat penyimpangan jabatan dan Kode
Etik yang dilakukan oleh Notaris yang yang dilaporkan oleh Nyonya Waliati
Mangun Perbawa. Selain dilaporkan terkait dengan tanggung jawab
profesinya, Notaris Muhammad Irsan, SH juga digugat di Pengadilan Negeri
Tangerang, sebagaimana termuat di-dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor
120/Pdt.G/2018/PN.Tng dengan dasar gugatan.ganti rugi karena adanya suatu
Perbuatan Melawah-Hukum-yang mengakibatkan kerugian pada orang lain
yang diakomodir dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana selengkapnya
berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
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Pada tanggal 6 April 2017 penggugat melalui kuasa hukumnya R.
Subagio menyerahkan asli sertifikat Hak Milik (SHM) No.2841/Bintaro atas
nama Penggugat kepada Tergugat selaku Notaris/PPAT untuk diperiksa
keasliannya di kantor pertanahan. Atas permintaan Firman Sakawali yang
berencana untuk membeli rumah tersebut seharga Rp 17 Milyar. Kemudian
tanggal 17 April 2017 karena tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan jual
beli tersebut, penggugat -meminta SHM dikembalikan. Tetapi tergugat
menyatakan tidak dapat mengembalikan SHM tersebut dengan alasan sudah
menyerahkan kepada pembeli yang bernama Hartawan. Padahal Penggugat
sama sekali tidak mengenal Hartawan dan tidak ada rencana menjual Rumah
tersebut kepada orang bernama Hartawan.

Pada tanggal 27 April 2017 Firman Sakawali menyatakan jadi ingin
membeli rumah tersebut, kemudian mengajak penggugat datang ke kantor di
daerah pantai indah kapuk yang diduga adalah kantor milik Hartawan guna
menandatangani akta jual-beli.Sebelum menuju_PIK; Firman mengajak
penggugat untuk -membukarekening Bank.Mandiri- di Bendungan Hilir,
selanjutnya-buku-tabungan atas-nama-penggugat dibawa masuk ke dalam
Bank dan dikembalikan ke tergugat dengan menyatakan dan tertulis di dalam
buku telah ada pembayaran sebesar Rp 15 Milyar. (belakangan terbukti
bahwa tulisan tersebut adalah hasil rekayasa)

Setelah dari Bank penggugat diajak oleh Firman menuju kantor di
PIK. Di dalam sudah ada tergugat dan menyodorkan beberapa dokumen akta

utk ditandatangani penggugat. Penggugat tidak memahami isi dokumen akta
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tersebut. Penggugat tidak mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi pihak
dalam akta tersebut. Tergugat tidak memberikan salinan akta-akta yang
ditandatangani kepada penggugat.

Kemudian berselang beberapa hari Penggugat melalui kuasa
hukumnya melakukan somasi kepada tergugat untuk dapat mengeluarkan
salinan akta yang ditandatangan pada tanggal 27 April 2017 di PIK. Tetapi
tergugat tetap tidak mau. mengeluarkannya dan mengakui bahwa tergugat
telah membuat akta notaril yang ditandatangani penggugat berupa:

1) PPJB
2) Akta kuasa jual
3) Akta perjanjian pengosongan Objek'SHM

Karena ketidak jelasan akta yang ditandatangani penggugat dan
terbukti ternyata dari keterangan pihak Bank Mandiri tidak pernah ada
pembayaran sebesar 15 Milyar ‘dari Firman  Sakawali “kepada rekening
penggugat, maka penggugat melakukan pengecekan status Sertifikat tersebut
ke kantor pertanahan-Jakarta-Selatan. Hasil dari _pengecekan tersebut pada
data kantor pertanahan--adalah--SHM -atas nama penggugat telah beralih
haknya menjadi atas nama orang lain, selain itu Sertifikat yang awalnya
berstatus Hak Milik telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan.

Bagaimana mungkin transaksi jual beli tanah/rumah yang belum
dibayar harganya oleh pembeli kepada penjual,ternyata dapat terjadi dan
dapat dilaksanakan peralihan haknya oleh Tergugat di Kantor Pertanahan

Kota Jakarta Selatan, karena maksud dibuatnya PPJB adalah salah satu syarat
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jual beli belum dipenuhi, termasuk belum dilunasinya harga jual beli yang
disepakati.

Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 2841/Bintaro kepada
pihak Pembeli hanya didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
yang mana dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum ada peralihan
terhadap hak atas tanah dan belum terjadi pembayaran yang dilakukan oleh
pihak Pembeli sehingga hal tersebut merugikan Penggugat selaku pihak
Penjual yang dengan adanya peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor
2841/Bintaro kepada pihak Pembeli tersebut membuat posisinya lemah.®

Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian Pengikatan Jual
Beli (PPJB), Surat Kuasa Jual, dan Akta Perjanjian Pengosongan Objek SHM
No.2841/Bintaro membuat Penggugat menjadi tidak dapat mengetahui harus
menuntut pelunasan jual beli rumah milik Penggugat kepada siapa karena
nama pembeli sebenarnya yang tertulis dalam PPJB tidak diketahui oleh
Penggugat. Akibatnya, saat ini_Penggugat mengalami kerugian atas tidak
kembalinya Asli SHM: tanpa-ada pembayaran_harga jual rumah sejak bulan
April 2017 paling tidak-sampai-dengan saat gugatan ini didaftarkan.

Terindikasi Tergugat merekayasa telah terjadi perbuatan peralihan
kepemilikan benda tetap, padahal perbuatan tersebut belum memenuhi syarat
terang dan tunai. Sesuatu perbuatan yang merupakan perbuatan melawan

hukum yang dilakukan Tergugat yang merugikan Penggugat.

% Nur Dwitya Pradita, Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH, Perbuatan Notaris Yang
Melakukan Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Kuasa Jual Yang Perjanjian Pengikatan
Jual Belinya Belum Lunas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor
120/Pdt.G/2018/PN.Tng), Universitas Indonesia, VVol. 1 No. 002 (2019), Hal. 20
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Berdasarkan informasi dari kantor pertahanan Jakarta Selatan,
tergugat telah melakukan pemblokiran atas SHM tsb pada tanggal 9
september 2017 kemudian tergugat memohon pembukaan blokiran pada
tanggal 19 september 2017 dengan alasan telah terjadi pelunasan.

Penggugat mohon akta bukti dari Tergugat memngenai permintaan
blokir, permintaan untuk membuka blokir, dan pelunasan yang dimaksud
dalam permintaan blokiryang diajukan oleh Tergugat pada Kantor
Pertanahan Kota Jakarta Selatan.

Gugatan dari penggugat ialah Memperlihatkan dan. menyerahkan
salinan dari minuta akta-akta sesuai aslinya yang ditandatangani penggugat
tanggal 27 April 2019 di kantor Hartawan dan menggugat ganti rugi sebesar
Rp 20,5 Milyar kepada tergugat.

Notaris sebagai pejabat umum ' (openbaar ambtenaar) yang
berkewajiban membuat akta autentik yang dalam hal ini adalah Perjanjian
Pengikatan Jual Beli dapat dibebani tanggung. jawab atas perbuatannya
sehubungan dengan—pekerjaannya dalam. membuat akta tersebut. Ruang
lingkup pertanggungjawaban-Notaris terletak-pada kebenaran atas akta yang
dibuatnya. Tanggung jawab Notaris terdiri dari tanggungjawab notaris secara
perdata, tanggung jawab Notaris secara pidana, tanggung jawab Notaris
berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris dan tanggung jawab Notaris
berdasarkan Kode Etik Notaris.®® Notaris memiliki tanggung jawab terhadap

jabatannya karena begitu besar kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini.

ONjco, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta: Centre for
Documentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 249
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Apabila Notaris tidak bertindak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya,
maka kepercayaan masyarakat akan hilang dan profesi ini tidak lagi dihargai
dalam masyarakat. Tindakan Notaris yang keliru dan salah bukan hanya
merugikan Notaris itu sendiri, namun juga merugikan organisasi profesi,
masyarakat serta negara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis
tertarik  untuk © melakukan  penelitian dengan judul “TINJAUAN
TERHADAP PELANGGARAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN

NOMOR 120/Pdt.G/2018/PN.Tng)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab PPAT dalam proses pengalihan hak atas tanah
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

2. Bagaimana akibat hukum-terhadap akta pengalihan hak atas tanah yang
dalam pembuatannya -melanggar-ketentuan perundang-undangan dalam
kasus Putusan Nomor 120/pdt.g/2018/PN-Tng?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis terkait tanggungjawab PPAT dalam
pembuatan akta pengalihan hak atas tanah yang melanggar ketentuan

perundang-undangan serta akibat hukum akta yang dibuatnya.
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2. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatanyang dihadapi para
pihak, baik penjual maupun pembeli terkait mekanisme jual-beli dan
pengalihan hak atas tanah.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan
berkaitan dengan jual-beli dan pengalihan hak atas tanah serta
tanggungjawab PPAT dalam pembuatan akta pengalihan hak atas tanah
sesuail ketentuan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Secara tidak langsung ingin memberikan sumbangan pemikiran
dari hasil penelitian yang dilakukan, kepada para pihak baik penjual
maupun pembeli dalam melakukan jual-beli dan pengalihan hak atas tanah
yang sudah pasti menggunakan jasa notaris.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam_penyusunan-tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab,
sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

Dimulai dengan bagian pendahuluan yang menguraikan secara jelas
mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat dan sistematika

penulisan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan latar belakang

16



penulisan tesis ini yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor
120/Pdt.G/2018/PN.Tng.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai Perjanjian
Pengikatan Jual Beli terkait dengan jual beli hak atas tanah. Selain itu, akan
dibahas mengenai perjanjian secara umum meliputi bentuk, jenis, syarat sah,
dan Perjanjian /Pengikatan Jual Beli sebagai perjanjian pendahuluan,
pengertian jual beli secara umum dan mengenai jual beli tanah. Pada bab ini,
penulis juga membahas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta
autentik sebagaimana yang diatur di dalam-UUJN, meliputi pengertian akta
autentik, macam-macam akta autentik-yang dibuat oleh Notaris sebagai alat
bukti tertulis.
BAB Il : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis ‘akan memberikan gambaran rancangan
penelitian yang meliputi -antara lain: prosedur. dan langkah-langkah yang
harus ditempuh, waktu-penelitian; sumber data, dan-dengan langkah apa data-
data tersebut diperoleh-dan selanjutnya diolah-dan dianalisis.
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian isi atau pembahasan, penulis membahas mengenai
tanggungjawab PPAT dalam pembuatan akta pengalihan hak atas tanah dan
akibat hukum terhadap akta yang dibuat dengan melanggar ketentuan-
ketentuan perundang-undangan berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan

Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng yang merupakan analisis hukum
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permasalahan yang diteliti berdasarkan pada teori-teori dan data-data yang
diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian mengenai tesis ini.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir tesis ini, penulis menjelaskan simpulan yang
merupakan jawaban dari permasalahan sebagai hasil penelitian serta

memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang

telah diuraikan d

18



